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A. LATAR BELAKANG

Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta
13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, menjadikan Pengelolaan
Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki peran yang strategis dalam
membangun proses pengadaan barang/jasa bagi pemangku kepentingan
dan stakeholder pengadaan.

Sosialisasi Peraturan Presiden tersebut menjadi agenda penting disertai
dengan dinamika penerapan Peraturan dalam sistem belanja pengadaan
barang/jasa di lapangan. Oleh karena itu prioritas dalam kegiatan sehingga dapat
menyamakan visi dan pemahaman yang sama antara SKPD/OPD Provinsi dengan
para pemangku kepentingan serta pembinaannya bagi Kabupaten/Kota di
wilayahnya, sehingga diharapkan semakin mendorong percepatan pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Selain itu seluruh Kegiatan ini diperlukan untuk memperkuat harmonisasi
dan peningkatan pelayanan UKPBJ Provinsi dalam melakukan implementasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 untuk mempercepat pemanfaatan SPSE dan sistem pendukungnya bagi

stakeholder pengadaan barang/jasa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2023;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;



6.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

MAKSUD
Meningkatkan pelayanan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan
Jasa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparasi pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. TUJUAN

Mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memberikan
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan
kontribusi dalam peningkatan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

D. HASIL DAN KELUARAN

1.

KELUARAN

Fasilitasi sistem pendukung pengadaan barang/jasa sebesar 100%

2. HASIL

e Persentase Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal
dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa
e Meningkatnya Peran UMK dan Koperasi Lokal dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dalam Program Blangkon Jateng

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan/Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi

Pengadaan Barang/ Jasa adalah melaksanakan pengembangan Pengelolaan Sistem

Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

a.
b.

Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa ;
Melaksanakan layanan registrasi pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

Provinsi Jawa Tengah;

. Melaksanakan layanan konsultasi sistem pendukung pengadaan barang/jasa ;

. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan

Barang/Jasa ;

. Melaksanakan pembinaan kepada SKPD/OPD di Jawa Tengah;

f. Memberikan registrasi kepada auditor, APH maupun institusi lainnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.



g. Menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/rapat koordinasi bagi

para pemangku kepentingan.

. SASARAN
Terlaksananya Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa yang
efisien dan efektif.

. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan
di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah dan untuk
penyelenggaraan Sosialisasi/bimtek/Rakor akan ditentukan lokasi di luar kantor

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi akan ditentukan kemudian.

. PERALATAN

Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
Pengadaan Barang/Jasa antara lain :

a. Ruang layanan;

o

. Ruang pelatihan;
Ruang server;

. Meja kerja dan kursi;
. Komputer dan Printer;
Laptop;

. Komputer Server;
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. Kamera;

. Koneksi Internet, Router dan Wifi;

. Proyektor dan

e

k. Alat peraga lainnya.

PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pengarah : Sekda Provinsi Jawa Tengah
2. Penangungjawab : Kepala Biro Adm. PBJ
3. Koordinator Kegiatan : Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi

Pengadaan Barang/Jasa
4. Personil Kegiatan : - Pelaksana Sub Bagian Pengelolaan Sistem

Informasi Pengadaan Barang/Jasa



J. SUMBER DANA
Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp. 295.350.000,-

K. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa
Tengah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Tabel Rencana Realisasi Kegiatan adalah

sebagai berikut :

Tahun 2025
Kegiatan dan Sub Anggaran clalzls|lz]le|lel»|vw]lol=zlo
Kegiatan (Rp.) 58|z |8 |a |5 |58 |8 |52 |7

Pengadaan barang/
komponen pendukung
kegiatan

Pengadaan makan
minum rapat

295.350.000
Perjalanan dinas

Sosialisasi/Bimtek/
Pelatihan/Rakor

Pelaporan

L. PENUTUP
Demikian penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman
pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Semarang, Maret 2025
KEPALA BIRO ADM. PENGADAAN
BARANG/JASA
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